
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

 
NOMOR 16 TAHUN 2012 

 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 

 
Menimbang : a. bahwa tarif pelayanan pada RSUD Kabupaten Sumedang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang 
Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif 

Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Sumedang, namun sehubungan biaya operasional untuk 

pemrosesan, pengecekan, dan pembersihan darah 
mengalami kenaikan serta adanya beberapa tindakan 

asuhan keperawatan pada Instalasi Rawat Darurat dengan 
penyulit tertentu yang perlu dimasukkan pada kelompok 
Tindakan Medik Non Operatif (TMNO), sehingga Peraturan 

Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 perlu diubah 
dan disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang 
Nomor 44 Tahun 2011 Penetapan Besaran Tarif Pelayanan 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004   tentang   Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3348); 

  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

  10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 

  16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah 
Sakit Pemerintah; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 

Nomor 2); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2008 Nomor 5); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 
Nomor 7); 
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  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2010 Nomor 3); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 
Nomor 12); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 
Nomor 4); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2009 Nomor 11);  

  26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Sumedang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47); 

  27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 
tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 44); 

   
   
   

MEMUTUSKAN: 
   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 44 TAHUN 

2011 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN 
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 
SUMEDANG. 

   
   

  Pasal I 
 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang 
Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif 
Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 
Nomor 44), diubah sebagai berikut: 
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  1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) 

ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi 
sebagai berikut:  

   
   Pasal 17 

 
  (1) Direktur RSUD dapat memberikan izin pengurangan 

biaya pelayanan. 

    
  (2) Pengurangan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan kepada penerima pelayanan yang 
memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di 
Kabupaten Sumedang sesuai dengan bukti yang sah; 

b. hanya berlaku bagi pasien tidak/kurang mampu yang 

dilayani di ruang perawatan kelas III dan tidak 
memiliki jaminan dari pihak penjamin; 

c. adanya Surat Keterangan Tidak/Kurang Mampu dari 
Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;  

d. melampirkan kartu identitas asli; 

e. pengurangan biaya hanya meliputi biaya perawatan 
dan biaya sewa kamar; dan 

f. pengurangan biaya pengawasan medis/konsultasi 
dokter harus mendapat persetujuan dari dokter yang 

bersangkutan. 
    

  (2a) Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri dari masyarakat dan pegawai RSUD. 

    

  (2b) Pengurangan biaya pelayanan bagi pegawai RSUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diperuntukkan 

bagi: 

a. PNS dan Non PNS yang berlaku bagi yang 

bersangkutan; 

b. istri/suami; 

c. anak kandung; dan 

d. anak tiri dan anak angkat yang menjadi 
tanggungannya dan dibuktikan dengan kartu 

keluarga. 
    

  (3) Pengurangan biaya pelayanan dilakukan dengan 
mekanisme sebagai berikut: 

a. penerima pelayanan atau penanggungjawab penerima 

pelayanan mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Direktur RSUD untuk mendapat pengurangan 

biaya; 

b. Direktur RSUD memerintahkan petugas untuk 

melakukan verifikasi; dan 

c. izin pengurangan biaya pelayanan diberikan secara 
tertulis. 
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  Pasal II 

 

   
  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
   

   
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 
 

 
 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 2 April 2012 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 

 
DON MURDONO 

 

 
 

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 2 April 2012 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 

ttd 
 

ATJE ARIFIN ABDULLAH 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  

TAHUN 2012  NOMOR  16 
 

 
 

  (4) Ketentuan teknis mengenai pengurangan biaya 
pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Direktur RSUD. 
    

    
  2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga keselurahannya 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati 
ini. 

   

  3. Ketentuan Lampiran II diubah sebagian, dengan perubahan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan 

Bupati ini. 


